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TENTANG

'RUBAH/
PE AN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,
Menimbang : a. bahwa dengan adanya Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah
Daerah yang bersifat strategis/penyesuaian akibat tidak tercapainya
target penerimaan daerah yang ditetapkan/terjadi kebutuhan yang
mendesak, maka Arah dan Kebijakan Umum APBD telah dilakukan
perubahan dan telah disepakati pada tanggal 10 Agustus 2006 serta
Keputusan Walikota Magelang Nomor 903/52/310 tanggal 14 Agustus

2006 tentang Strategi dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara
APBD;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2006;

Mengingat . 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);,

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);,

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
| Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndﬂntsia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republhk

ia Nomor 3688);
Indonesia 5. Undang-Undang ...
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Sth ;l 8 Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
aa  Re Tn-n"h’“‘ dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
il Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Neg

= Undﬂ“ﬂ-l_lndan
(1 <mbaran N
Tambahan i &

B Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
®Bara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
mbaran Nepara Republik Indonesia Nomor 4286);

7- Un i
chﬂgﬁkg:dﬂh:g- Nnm“’ 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Rakyat Dewa ﬂ}cjm PE_"""S}’Hwnmtﬂn Rakyat, Dewan ‘Pf:rwakllan
Dﬂﬂmh‘ ([£an Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Tambahan | aran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92,
“mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

8. :
(I{Zdn?;g Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
TambaE“ Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
" Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. E;dﬂﬂg—Undan g Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
rundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran N ) onesi
» gara Republik Ind a
Nomor 4389): . RS

10. U"dﬂ"E‘Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan
Pﬂngelt:flaan dan Tanggungjawab Keungan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan
Antara Pemenntah Pusat dan Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4027);

15. Peraturan ..
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15. Peraty .
Km,m:;ﬂar:_l EETHEnmah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
cpala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LLembaran Negara

R ‘ _
szuz-:lg ]ndn_““’a Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
gara Republik Indonesia Nomor 4028):

16. Pf:ratumn Pﬂmc
(Lembaran Ne
Tambahan [em

rnintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
gara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
baran Negara Republik Indonesia Nomor 4038);

17. Peraturan Pemeri
(Lembaran Ne
Tambahan Lem

ntah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
gara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
baran Negara Republik Indonesia Nomor 4039);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2004 Nomor 10, Sen E

No.7) ;

22 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2006 Nomor 1, Ser1 A No.1);

23 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Stadion Madya Kota
Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2006 Nomor 21,

Seri E No. 17);

Dengan ...
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PERUBARA DPAERAI  KOTA MAGELANG TENTANG

GARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
AHUN ANGGARAN 2006. !

a. Semula

b, Buetacn Rp.271.847.015.000,00
oy If;da Rp. _8.803.390.000.00
Patan setelah Perubahan Rp.280.650.405.000,00
2. Belanja
y ginr::'ﬂ Rp.250.027.897.000,00
Y mbah Rp. 39.105.356.000.00
umlah Belanja setelah Perubahan Rp.289.133.253.000,00
Defisit setelah Perubahan Rp. (8.482.848.000,00)
3. Pembiayaan -
a. Penerimaan
1)Semula Rp. 15.000.000.000,00
2)Bertambah Rp. 33.320.375.000,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 48.320.375.000,00
b. Pengeluaran
1)Semula Rp. 36.819.118.000,00
2)Bertambah Rp 3.018.409.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 39.837.527.000,00
Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 8.482.848.000.00
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan

Daerah ini yang terdin dan :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah;

2. Lampiran Il Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;

SO Daftar Rekapitulasi  Perubahan APBD  Menurut
3. Lampiran Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat

Daerah;
4. Lampiran ..
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4. Lampiran IV Daftar Piutang Daerah;

5. Lampiran V Daftar Investasi ( Penyertaan ) Daerah |

6. Lampiran VI Daflar Dana Cadangan |

7. Lampiran VII Daftar Utang atau Pinjaman Daerah |

8 Lampiran VIII Neraca Daerah Tahun Anggaran yang lalu dan;

9. Lampiran IX Daftar Rekapitulasi  Belanja Menurut  Bidang

Kewenangan, Unit Organisasi, Program dan Kegatan.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota menetapkan Peraturan

Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 28 September 2006.

WALIKOTA MAGELANG

oty

H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 28 September 2006.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

Drs. SURASMONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010072 030

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2008 NOMOR 22
Seri A No. 5
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